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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 188/11/KEP/413.013/2024

TENTANG

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
kelancaran  pengelolaan keuangan .daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2024, dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Lamongan tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya 'dan Daerah Tingkat I
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur cdan Undang-undang Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5159);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2023 Nomor 5);



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabl;lpaten Lamongan Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2023 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Sdr. Khusnul Yaqin, S.Si., NIP. 19670524
199302 1 004, Kepala Bacdan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupateq Lamongan sebagai Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2024.

Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah;

menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD),
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
(BUD);

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c,
berwenang :



KEEMPAT

b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah,;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan
Dana (SPD);

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan
melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui RKUD. | ‘

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan;

4. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di
Bojonegoro; "

5. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAL AN HUKUM,

M. RO’IS
NIP. 19710615 200312 1 007



